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ABSTRAK 
Kebradaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tanggung jawab 

penting untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat 

maupun daerah. Agar pelayanan publik dapat berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan prinsip- prinsip 

good governance. Penelitian Efektivitas Pelaksanaan Tugas Ombudsman Dalam Upaya Pengawasan Pelayanan 

Publik di Kota Banjarmasin menggunakan teori Efektivitas menurut William Dunn. Metode penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung oleh sumber data primer dan sekunder. Analisis 

data menggunakan teknik Miles & Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian ini dilakukan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, serta 

dengan masyarakat yang pernah melaporkan kasus pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Ombudsman Republik Indonesia untuk Kalimantan Selatan dalam upaya pengawasan pelayanan publik di Kota 

Banjarmasin, belum efektif. Permasalahan pertama adalah sumber daya manusia yang masih kurang, Jumlah 

anggaran yang belum memadai, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, maka peneliti mendapatkan beberapa upaya Ombudsman dalam mengatasi hambatan yaitu dengan 

Pelatihan Bimbingan Teknis, Rekrutmen Pegawai, Pembuatan Aplikasi Penunjang Pekerjaan Asisten, 

Optimalisasi Anggaran, Sosialisasi. 

Kata Kunci : Efektivitas Pelaksanaan Tugas Ombudsman Dalam Upaya Pengawasan Pelayanan Publik di Kota 

Banjarmasin 

 

ABSTRACT 

The existence of the Ombudsman of the Republic of Indonesia The Representative of the Province of South 

Kalimantan has an important responsibility to oversee the implementation of public services carried out by 

both the central and regional governments. So that public services can run efficiently and effectively in 

accordance with the principles of good governance. Research on the Effectiveness of the Implementation of the 

Ombudsman's Duties in Efforts to Supervise Public Services in the City of Banjarmasin uses the theory of 

Effectiveness according to William Dunn. This research method uses a descriptive qualitative approach 

supported by primary and secondary data sources. Data analysis used the Miles & Huberman technique, namely, 

data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research was conducted at the Ombudsman of 

the Republic of Indonesia Representative for South Kalimantan Province, as well as with people who had 

reported cases of public service. The results of the study show that the Ombudsman of the Republic of Indonesia 

for South Kalimantan in an effort to supervise public services in the City of Banjarmasin has not been effective. 

The first problem is human resources that are still lacking, the amount of the budget is inadequate, and public 

awareness is still low. Based on these problems, the researchers obtained several Ombudsman efforts to 

overcome obstacles, namely by Technical Guidance Training, Employee Recruitment, Making Applications 

Supporting Work Assistants, Budget Optimization, Socialization. 

Keywords: The Effectiveness of the Ombudsman's Duties Implementation in Efforts to Supervise Public Services 

in the City of Banjarmasin 
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